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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran
Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) di Kejaksaan Ogan Ilir”.
Munculnya aliran sesat Tasawuf Magom Hakiki Mutlak di Desa Kuang pada
Kabupaten Ogan Ilir memerlukan penindakan tegas oleh Kejaksaan setempat
bersama dengan tim PAKEM sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketenraman
umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana peranan
Kejaksaan Ogan llir dalam pelaksanaan PAKEM di wilayah Ogan Ilir? dan Apa
saja faktor pendukung dan penghambat PAKEM di wilayah Ogan Ilir? Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah peranan dan
pelaksanaan PAKEM dalam kasus aliran sesat Tasawuf Magom Hakiki Mutlak
dimulai dari rapat tahunan, pengawasan, rapat koordinasi, pembentukan tim
PAKEM, operasi intelijen, pelimpahan wewenang kepada pihak kepolisian.
Upaya preventif seperti penyuluhan ke desa-desa dan penerangan hukum tidak
dilakukan karena sebelumnya Kejaksaan dan PAKEM Ogan llir tidak memiliki
keahlian dan pengalaman yang cukup dalam menghadapi aliran sesat. Selain itu
hambatan PAKEM terdapat pada para penganut aliran karena eksistensinya antara
ada dan tiada sehingga upaya pengawasan jadi tidak maksimal yang mana hal ini
menghambat PAKEM untuk menindaklanjuti aliran yang muncul.

Kata Kunci: Aliran Sesat, PAKEM, Kejaksaan Negeri Ogan llir

Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001 NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad lkhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Xiii



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat kebhinnekaan yang memiliki
banyak keberagaman dalam semua aspek, termasuk suku, adat, agama, dan
budaya’. Namun, sebagai negara, Indonesia didirikan atas undang-undang
(rechtsstaat), bukan monarki (machtsstaat), seperti yang dinyatakan secara
eksplisit pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan
apabila Indonesia melihat undang-undang sebagai ideologi yang bertujuan untuk
meningkatkan kesatuan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bangsanya.
Akibatnya, segala perbuatan yang diambil semua warga negara, termasuk warga
negara asing yang tinggal di kawasan Indonesia, terikat oleh undang-undang

tersebut.?

Jika kita melihat sila pertama Pancasila dan Ayat ke-29 UUD 1945,
Indonesia mungkin dianggap selaku negara "monotheist” akibat mereka
menyatakan apabila berbagai negara yang berdiri atas dasar nilai-nilai Yang Maha
Esa dapat diakui sebagai demikian.® Pada saat ini, Indonesia tidak bisa dianggap
selaku negara agama akibat konstitusinya tidak tegas menyatakan apabila negara

itu didirikan dari suatu agama. Sebaliknya, Indonesia bukanlah negara yang

' Arfin Hamid. Understanding the Characteristics of Dispute Settlement in Sharia

Economic System.” Hasanuddin Law Review (Agustus 2017).

% Jimly Assihiddigie. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat.
2002.t. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002, hal.7

* Siti Hamimah, “Dinamika Kasus Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta

Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pemikiran (Juni 2018),
him 19



sekular yang menekankan pentingnya agama dan membahas bagaimana agama

memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.*

Salah satu permasalahan agama yang sering terjadi adalah munculnya
aliran sesat dalam suatu agama karena eksistensinya menyita perhatian publik dan
tidak sedikit mengundang perdebatan.’ Keberadaan aliran sesat selama ini telah
menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan
aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya

tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air.°

Aturan hukum mengenai dugaan aliran sesat di Indonesia diatur dalam UU
No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama. Pasal 1 UU ini melarang orang untuk di muka umum menceritakan,
menganjurkan, atau mendukung penafsiran atau kegiatan keagamaan yang
menyimpang dari pokok ajaran agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam,
Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.” UU tersebut menyebutkan
bahwa Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri
berwenang mengawasi aliran sesat di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran Pasal 1,
ketiga instansi ini dapat memberikan perintah dan peringatan keras untuk

menghentikan tindakan pemimpin atau pengikut aliran yang diduga sesat.

N Hayatun Na’imah, “Perda Berbasis Syari’ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara,”
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (Maret 2016), him. 27.

> Yulkarnain Harahab dan Supriyadi. “Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Nasional”, Mimbar Hukum (Oktober 2008), him. 513.

® Supriyadi, “Kejahatan terhadap Agama” http://www.kr.co.id diakses pada 4 November
2023.

7 Tempo, “Bab Kesucian Diduga Aliran Sesat, Begini Aturan Hukumnya di Indonesia”
https://nasional.tempo.co/read/1677105/bab-kesucian-diduga-aliran-sesat-begini-aturan-hukumya-
di-indonesia diakses pada 5 November 2023.


http://www.kr.co.id/
https://nasional.tempo.co/read/1677105/bab-kesucian-diduga-aliran-sesat-begini-aturan-hukumya-di-indonesia
https://nasional.tempo.co/read/1677105/bab-kesucian-diduga-aliran-sesat-begini-aturan-hukumya-di-indonesia

Ketika menciptakan hukum in concreto, kejaksaan memiliki fungsi dan
peran yang begitu penting. Berdasarkan pendapat Bagir Manan, ini bukan hanya
tugas pengadilan atau hakim, tetapi juga pejabat administrasi pemberi layanan
hukum dan penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan dan

kepolisian adalah lembaga penegak hukum pertama.®

Bab 11l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Kejaksaan berisi tugas dan wewenang Kejaksaan Indonesia. Dalam hal
tugas dan wewenang bidang intelijen penegakan hukum, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 30B:

a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan;

c) Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga
intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam
maupun di luar negeri;

d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan

e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Dalam bidang tersebut Kejaksaan turut andil pada pengawasan aliran

kepercayaan yang bisa mencelakakan negara serta masyarakat.’

® Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung:
Mandar Maju, 1995, him.17.

° Sanusi dan Lorent Pradini Imso, “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan
Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia



Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia  Nomor: PER-
006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan
dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di
bidang Intelijen Yustisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Intelijen diketuai oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Peran intelijen Kejaksaan sangat penting dalam mendukung Kkinerja
Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Peran merupakan suatu tindakan yang
membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan
berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat

dilakukan dengan sebaik — baiknya.'

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen,
yaitu:**

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang

dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang

menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang

berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”, Vol 7, Nol, Diktum: Jurnal llmu Hukum, Mei
2019, him. 32.

9 Syaron Brigette Lantaeda DKk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon",Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048, 2017.
Hal 2-3.

" Ibid.



berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinanmbungan

dan kelancarannya.

Dalam Kejaksaan, peran meliputi dukungan terhadap kebijakan penegakan
hukum baik preventif maupun represif, serta penyelenggaraan ketertiban dan
keamanan umum. Intelijen Kejaksaan melaksanakan fungsi penyelidikan (LID),
pengamanan (PAM), dan penggagalan (GAL). Incaran utamanya mencakup aliran
kepercayaan, penyalahgunaan atau penistaan agama, persatuan bangsa,

lingkungan hidup, dan penanggulangan tindak pidana umum.*?

Kewenangan  mengawasi  aliran  kepercayaan dan  mencegah
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tidak hanya dimiliki oleh Kejaksaan
tetapi juga oleh instansi lainnya. Untuk itu, dibentuk Tim Pengawasan Aliran
Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) pada tingkat pusat dan
daerah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Rl No Kep-004/JA/01/1994. Tugas
Tim Koordinasi PAKEM tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Jaksa

Agung RI Nomor PER-019/A/JA/09/2015.

Berkaitan dengan Tugas Tim Pakem tersebut, muncul aliran Tasawuf
Magom Hakiki pada Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan llir.
Aliran sesat yang menghebohkan warga Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Maret
2023 ini dipimpin oleh Rosidi alias Sodigin. Dia pun mengaku sebagai Raja Adil.

Rosidi, seorang petani karet dari Desa Kuang Dalam, lahir pada 10 Oktober 1957.

12 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Hasil Penelitian: Peningkatan Operasi
Intelijen dan Yustisial Dalam Rangka Pengamanan Pembangunan dan Hasil-Hasilnya, Jakarta:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaaan Agung RI1, 1995/1996, him. 5.



la menamatkan pendidikan hanya sebatas kelas 5 SD dan membantu orang tuanya
bertani karet sejak muda. Selain itu, ia belajar agama pada salahsatu alim ulama.
Rosidi mengaku tidak pernah menjadi siswa pondok pesantren, serta sebatas

belajar mengaji bersama almarhum Kiai H. Sin.*®

la adalah bapak dari enam anak: tiga putra (Ilwan Arifin Sani, Yukis
Efriyadi, Kudil Iman) serta tiga putri (Anisa Nasuha, Istiharo, Nikmawati). Rosidi
menjelaskan bahwa Tasawuf Magom Hakiki Mutlak adalah petunjuk, bukan

aliran, sekte, atau kumpulan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.**

Mulai pada 1982, Rosidi konsisten melaksanakan sujud syukur akibat
merasa menerima karunia dari Allah SWT, mengikuti jejak mendiang ayahnya,
Ahmad Fahrorrozi, hingga wafat pada 2010. Pada tahun 2014, Rosidi mengaku
diberi petunjuk Tasawuf Magom Hakiki Mutlak dan mendapat gelar Raja Adil.
Gelar ini didapatnya ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari, dan Rosidi

memiliki tekad untuk melaksanakan ibadah yang sejalan dengan syariat Islam.**

Seperti dakwah biasanya, Rosidi menebarkan aliran Tasawuf Magom
Hakiki Mutlak terhadap masyarakat sekitar. Sekarang, terdapat empat
pengikutnya: Sova Ulinuha (26 tahun), Ibnu Afan (48 tahun), llyas Tikal (36

tahun), serta Feri Suryadi (40 tahun). Namun, Rosidi baru-baru ini menghentikan

3 Tribun Palembang, “Profil Rosidi Raja Adil yang Diduga Sebarkan Aliran Sesat di Ol
Ternyata Tak Tamat Sekolah Dasar” https://palembang.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-
raja-adil-yang-diduga-sebarkan-aliran-sesat-di-oi-ternyata-tak-tamat-sekolah-dasar?page=all
diakses pada 5 November 2023.

 Tribun Palembang, Loc.Cit.

> Media Indonesia, “Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak Difatwakan Sesat, Raja Adil
Menjawab” https://mediaindonesia.com/nusantara/569349/tasawuf-magom-hakiki-mutlak-
difatwakan-sesat-raja-adil-menjawab diakses pada 29 September 2023.


https://palembang.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-raja-adil-yang-diduga-sebarkan-aliran-sesat-di-oi-ternyata-tak-tamat-sekolah-dasar?page=all
https://palembang.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-raja-adil-yang-diduga-sebarkan-aliran-sesat-di-oi-ternyata-tak-tamat-sekolah-dasar?page=all
https://mediaindonesia.com/nusantara/569349/tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-difatwakan-sesat-raja-adil-menjawab
https://mediaindonesia.com/nusantara/569349/tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-difatwakan-sesat-raja-adil-menjawab

dakwah menggunakan selebaran di balai desa. la diminta agar berhenti
menebarkan ajaran tersebut dan menyatakan siap dituntut oleh pemerintah.*®
Adapun ajaran yang dianggap menyimpang dalam aliran ini, yaitu:*’

1. Tidak melakukan ibadah wajib.

2. Menafsirkan Al-Qur’an tidak sesuai kaidah tafsir.

3. Melanggar hadits nabi selaku pedoman ajaran Islam.

4. Mencela, merendahkan, serta melecehkan para Nabi dan Rasul.

5. Menyangkal Nabi Muhammad selaku Rasul Allah.

6. Mengganti pokok-pokok ibadah seperti salat 5 waktu, puasa, atau

haji tidak ke Mekkah.

7. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

8. Mewajibkan ritual sujud syukur lima magom di kebun kepunyaan

Rosidi.*

Kasi Intelijen Kejari Ogan llir, Ario Apriyanto Gopar mengaku sudah
membentuk tim PAKEM Ogan Ilir, 20 Maret 2023 lalu. Kemudian pada tanggal
23 Mei 2023, sebanyak 3 (tiga) orang pengikut aliran ini ditangkap dan
diamankan oleh polisi saat sedang live di Facebook saat diadakannya forum

pertemuan resmi yang diinisasi tim PAKEM yang didalamnya ada pihak dari

'® Tribun Sumsel, “Profil Rosidi Pemimpin Aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak di
Ogan llir, Dinyatakan Sesat MUI” https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-
pemimpin-aliran-tasawuf-magom-hakiki-mutlak-di-ogan-ilir-dinyatakan-sesat-mui diakses pada
29 September 2023.

7 Detik, “Heboh Aliran Sesat Tasawuf Makom Hakiki Mutlak di Sumsel, Ini Kata MUI”
https://www.detik.com/sumut/berita/d-6639562/heboh-aliran-sesat-tasawuf-makom-hakiki-
mutlak-di-sumsel-ini-kata-mui diakses pada 29 September 2023.

'® Tribun Sumsel, “Penjelasan MUI Terkait Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak Ditetapkan
Aliran Sesat di OI Sumsel” https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/27/penjelasan-mui-terkait-
tasawuf-magom-hakiki-mutlak-ditetapkan-aliran-sesat-di-oi-sumsel diakses pada 4 November
2023.


https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-pemimpin-aliran-tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-di-ogan-ilir-dinyatakan-sesat-mui
https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-pemimpin-aliran-tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-di-ogan-ilir-dinyatakan-sesat-mui
https://www.detik.com/sumut/berita/d-6639562/heboh-aliran-sesat-tasawuf-makom-hakiki-mutlak-di-sumsel-ini-kata-mui
https://www.detik.com/sumut/berita/d-6639562/heboh-aliran-sesat-tasawuf-makom-hakiki-mutlak-di-sumsel-ini-kata-mui

Kejaksaan, MUI, TNI-Polri serta pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.'* Salah
seorang yang diamankan merupakan pimpinan aliran Tasawuf Hakom Hakiki

Mutak.?°

Berdasarkan pandangan MUI Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 01/MUI-
OIl/1X/2022 tanggal 24 September telah memutuskan, bahwa aliran Tasawuf
Magom Hakiki Mutlak tergolong dalam aliran sesat, dan sedang dalam pembinaan

MUI Kabupaten Ogan llir.

Sejak dikeluarkannya fatwa tersebut, akibat yang diterima oleh Rosidi
selaku pimpinan adalah berupa perintah dan peringatan keras untuk menghentikan
persebaran alirannya karena melanggar Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Jika
melihat berbagai kasus serupa yang pernah ada, sekilas implementasi dari delik
penodaan agama telah dijalankan dengan baik Jika melihat berbagai kasus serupa
yang pernah ada, sekilas implementasi dari delik penodaan agama telah dijalankan
dengan baik. Selain itu, penulis menemukan sebagian perkara penodaan agama
berupa aliran sesat lebih karena bentuk kecemasan di tengah masyarakat karena

diikuti dengan pro-kontra terkait imbas perbuatan yang dilakukan.?

Y Detik, “Pengikut Aliran Sesat Raja Adil di Sumsel Ditangkap Gegara Live Facebook”
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6735389/pengikut-aliran-sesat-raja-adil-
di-sumsel-ditangkap-gegara-live-facebook diakses pada 4 November 2023.

% Tvrinews, “Tiga Warga yang Diduga Pengikut Aliran Sesat Diperiksa Polisi”
https://daerah.tvrinews.com/berita/tm4tmxf-tiga-warga-yang-diduga-pengikut-aliran-sesat-
diperiksa-polisi diakses pada 4 November 2023.

?! Nazar Nurdin, “Delik penodaan Agama Islam di Indinesia.” International Journal Thya’
Ulum Al-Din, (September 2017), him. 4.


https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6735389/pengikut-aliran-sesat-raja-adil-di-sumsel-ditangkap-gegara-live-facebook
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6735389/pengikut-aliran-sesat-raja-adil-di-sumsel-ditangkap-gegara-live-facebook
https://daerah.tvrinews.com/berita/tm4tmxf-tiga-warga-yang-diduga-pengikut-aliran-sesat-diperiksa-polisi
https://daerah.tvrinews.com/berita/tm4tmxf-tiga-warga-yang-diduga-pengikut-aliran-sesat-diperiksa-polisi

Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagaamaan di masyarakat
yang merupakan aliran sesat bukanlah perkara mudah. Aliran kepercayaan dan
keagaamaan merupakan hal yang sangat sensitif untuk ditindaklanjuti. Sebagai
badan yang melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan
di masyarakat, khususnya terkait dengan aliran Tasawuf Magom Hakiki Mutlak
yang menimbulkan keresahan di masyarakat, Tim Pakem harus melaksanakan

tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut.

Dengan landasan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih lanjut melalui penelitian di Kejaksaan Ogan Ilir karena melihat dari data
yang penulis dapat, Kejaksaan bersama Tim PAKEM Ogan Ilir menangani Aliran
Tasawuf Magom Hakiki Mutlak pada Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang
Kuang, Ogan llir, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk
membahas tentang Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran
Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri

Ogan llir.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peranan Kejaksaan Ogan Ilir dalam PAKEM di wilayah Ogan
ir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat PAKEM di wilayah Ogan

Iir?

C. Tujuan Penelitian
Setelah rumusan masalah penelitian ini ditemukan, penting untuk menjelaskan
tujuan dari penelitian ini agar pembaca memahami tujuannya. Adapun tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menelaah ketentuan hukum terkait peranan kejaksaan dalam
PAKEM; dan
2. Untuk menganalisis Peranan Kejaksaan Ogan llir dalam PAKEM di

wilayah Ogan llir.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan beberapa manfaat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan
mengenai permasalahan yang diteliti, Khususnya peran kejaksaan dalam
PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber
tambahan bagi para pencari ilmu dan sebagai referensi untuk penelitian

selanjutnya, terutama yang memiliki hubungan dengan PAKEM.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur dalam memberikan dan
memperbanyak ilmu serta masukan kepada masyarakat, kejaksaan, dan semua
pihak agar dapat lebih memahami peran PAKEM di Kejaksaan Ogan llir.
. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan yang menentukan area penelitian.
Dengan adanya ruang lingkup ini, dapat ditentukan secara jelas variabel-variabel
yang akan diteliti dan yang tidak. Penelitian ini akan fokus pada bentuk
pencegahan persebaran aliran Tasawuf Magom Hakiki Mutlak pada Kejaksaan
Ogan llir serta Apa saja kendala yang diatasi Tim Pakem ketika melakukan
pengawasan aliran kepercayaan serta keagamaan pada masyarakat terkait
pencegahan persebaran aliran Tasawuf Magom Hakiki Mutlak pada Kejaksaan

Ogan llir.

. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan
dalam melakukan penelitian. Teori yang akan digunakan, yaitu:
1. Teori Sistem Hukum

Teori yang digunakan pada studi ini merupakan teori "Sistem Hukum" dari
Lawrence M. Friedman. Hukum dipandang selaku bagian independen yang

terhubung bersama aspek lainnya seperti ekonomi dan politik dalam masyarakat.
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Sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: Struktur Hukum, Materi Hukum,

dan Budaya Hukum, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.*?

Komponen struktur hukum adalah fondasi institusional yang mengelola
pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Ini mencakup jumlah dan
ukuran pengadilan, yurisdiksi, serta organisasi legislasi dan prosedur kepolisian
yang terkait. Melalui struktur ini, berbagai bagian dari sistem hukum saling
berinteraksi untuk menciptakan keteraturan. Ini melibatkan jumlah dan ukuran
pengadilan, yurisdiksi, serta prosedur banding antar pengadilan. Struktur juga
mencakup organisasi badan legislatif, wewenang presiden, dan prosedur
kepolisian. Secara keseluruhan, struktur hukum melibatkan lembaga hukum yang

bertugas menjalankan perangkat hukum yang ada.”®

Struktur hukum adalah pola yang menentukan pelaksanaan hukum sesuai
dengan ketentuan formalnya, menggambarkan bagaimana pengadilan, pembuat
hukum, dan badan hukum beroperasi. Contohnya, struktur hukum Indonesia
mencakup institusi penegak hukum misalnya kepolisian, kejaksaan, serta
pengadilan. Sebagai aspek kedua, substansi hukum mencerminkan aturan, norma,

dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut.?*

* Lawrence M. Friedman, Legal System: A Social Science Perspective, (Jakarta: Nusa
Media, 2013), him. 5.

2% Nandan Iskandar, Op.Cit., him. 13.

2% Ahmad Ali, Teori Hukum dan Jurisprudence, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2002),
him. 8.
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Substansi hukum termasuk aturan hukum, norma hukum, dan pola perilaku
manusia pada sistem hukum. Ini menunjukkan bahwa undang-undang yang
ditetapkan mempunyai kekuatan hukum dan membantu penegak hukum.
Meskipun Living Law secara teoritis juga dibahas oleh Jeremy Bentham, konsepsi
evolusinya sedikit berbeda dengan pandangan Friedman. Dengan demikian,

konsep substansi hukum juga meliputi hasil yang dihasilkan oleh masyarakat..?

Teori Friedman memiliki tiga poin utama. Pertama, perkembangan dan
formulasi kebijakan serta penanganan PAKEM di Indonesia dipengaruhi oleh
nilai, harapan, dan orientasi sosial yang saling berinteraksi dalam masyarakat.
Kedua, reformasi peraturan penegakan hukum pidana, terkhusus pada
kewenangan Kejaksaan ketika melakukan pengawasan aliran kepercayaan
menyimpang, adalah hasil dari pertarungan kepentingan dan nilai politik. Ketiga,
proses legislasi dan implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan mencerminkan interaksi antara hukum dan politik, yang

semuanya terangkum dalam konsep Legal Culture..?

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori sistem hukum dapat
memberikan konsep struktur hukum untuk mengidentifikasi elemen-elemen
penting seperti lembaga hukum, prosedur hukum, dan organisasi pengadilan yang
relevan dalam konteks Kejaksaan Ogan Ilir dan PAKEM. Teori ini juga
memberikan pemahaman mengenai peraturan dan norma hukum yang berlaku

yang menjadi dasar bagi tindakan kejaksaan dalam PAKEM dan memberikan

2%, Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Palu: Yamiba, 2002), him. 22.
%6 Lawrence M. Friedman. Op.Cit., him. 6.
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dasar teoritis yang kuat untuk menganalisis peran kejaksaan dalam PAKEM di
Kejaksaan Ogan Ilir serta memahami hubungan kompleks antara hukum, struktur,

substansi, dan budaya dalam konteks ini.

2. Teori Penegakan Hukum
Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut "law enforcement,”

sementara dalam bahasa Belanda disebut "rechtshandhaving.” Istilah ini sering
diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya
terkait dengan pidana, didukung oleh kebiasaan menyebut penegak hukum
sebagai polisi, hakim, dan jaksa. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht,
"handhaving" adalah upaya mengawasi dan menerapkan instrumen administratif,
pidana, atau perdata untuk mencapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum
dan individu. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Terdapat
tiga unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu:*’

1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit);

2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit);

3) Keadilan (Gerechtigkeit).

Hukum berfungsi untuk menertibkan masyarakat dan memberikan
perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Karena hukum ditujukan
untuk manusia, pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Hukum

bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakannya harus

%7 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.
48.
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adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, unsur lainnya akan terkorbankan.

Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus diperhatikan agar seimbang.?

Untuk menegakkan hukum, dilakukan upaya preventif dan represif. Upaya
preventif melibatkan badan eksekutif dan kepolisian untuk mencegah
pelanggaran. Upaya represif dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, lembaga

pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan jika pelanggaran tetap terjadi.?®

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki arti
netral, sehingga dampaknya bisa positif atau negatif tergantung isinya. Faktor-
faktor tersebut adalah;®

1. Faktor hukum itu sendiri;

2. Faktor penegak hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;

4. Faktor masyarakat tempat hukum berlaku dan diterapkan;

5. Faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa

berdasarkan kemanusiaan dalam kehidupan sosial.

Tujuan penegakan hukum relevan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu
agar menggapai hasil yang diinginkan. Tujuan penegakan hukum adalah untuk
mewujudkan ketertiban dan keadilan. Ketertiban tidak mungkin diciptakan

apabila hukum terabaikan. Ketertiban dan keadilan dipengaruhi oleh kesadaran

?% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010),
him. 208.

* Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 111.

30 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1995), HIm.5.
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serta kepatuhan masyarakat kepada hukum. Ini juga membentuk budaya hukum

masyarakat akibat diaturnya perilaku.*

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori penegakan hukum dapat
menjelaskan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak intlijen
kejaksaan PAKEM terhadap aliran sesat yang dipimpin oleh Rosidi. Teori ini juga
membahas pendekatan preventif dan represif. Penulis dapat menganalisis apakah
Kejaksaan Ogan Ilir menggunakan pendekatan ini dalam menjalankan PAKEM
dan apakah mereka lebih fokus mencegah pelanggaran atau mengambil tindakan
hukum setelah pelanggaran terjadi. Penulis dapat menerapkan konsep-konsep
seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk menganalisis peran

kejaksaan dalam menjada dan mematuhi prosedur hukum PAKEM.

. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian empiris,
yang menggunakan fakta-fakta dari data lapangan. Penelitian ini melibatkan
analisis dan penguraian data berdasarkan fakta yang relevan dengan masalah yang

dibahas.

3! Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Op.Cit., him. 88.
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2. Pendekatan Penelitian

Terdapat pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengulas peraturan
perundang-undangan berkaitan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.®
Metode ini dipergunakan dalam mengkaji tentang peraturan perundang-undangan
serta peraturan yang berkaitan dengan hukum yang tengah berlangsung. Metode
ini menganalisis undang-undang dan peraturan yang sedang ditangani sehingga
dapat mengupas masalah yang sedang berlangsung. Hal ini membantu peneliti
dalam melaksanakan penelitian dan analisis tentang bagaimana undang-undang

berfungsi satu sama lain atau antara regulasi dan undang-undang dasar.*

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilaksanakan melalui proses melaksanakan telaah pada
segala perkara yang berhubungan terhadap isu hukum yang dijumpai. Segala
kasus yang diteliti adalah kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum tetap.

32 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 137.
* Ibid, him. 133.
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3. Jenis dan Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu
data yang berasal dari sumber asli. Data ini diperoleh langsung dari narasumber
atau responden. **Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui wawancara
dengan pihak yang memahami objek penelitian, termasuk Jaksa Muda yang

menangani PAKEM dan Tim PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir.

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Kejaksaan Ogan Ilir yang berada di
Jalan Lintas, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan llir,

Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel
A. Populasi
Populasi merupakan subjek keseluruhan ataupun gejala dari suatu hal yang
akan dikaji dan diteliti.*® Menurut Bambang Sunggono populasi sendiri dapat
terdiri dari sekumpulan orang, benda mati ataupun benda hidup, kejadian
peristiwa, perkara, serta yang menunjukan waktu ataupun tempat dengan memiliki

bentuk sifat yang serupa.*® Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini,

yaitu:

** Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), him
72.

%> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), him.
62.

36 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2010), him. 111.
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1) Kejaksaan Ogan Ilir; dan

2) Masyarakat Ogan Ilir yang berkaitan dengan aliran Tasawuf Magom
Hakiki Mutlak.

B. Sampel
Sampel ditentukan untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini.
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian, mewakili
keseluruhan populasi.®” Sampel dalan penelitian ini, yakni:
1) Jaksa Muda yang menangani PAKEM di Kejaksaan Ogan llir;

2) Tim PAKEM di Kejaksaan Ogan llir; dan

6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Reseaarch)
Penelitian kepustakaan ini bermaksud agar mendapatkan data sekunder
dengan cara mendalami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,
berbagai teori, opini para sarjana serta berbagai hal lain yang berhubungan
dengan PAKEM.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan dilaksanakan agar mendapatkan data primer. Data
tersebut didapatkan dengan cara memenfaatkan teknik wawancara
(interview guide). Wawancara dilaksanakan dengan mempergunakan

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

% Rahmadi, Op.Cit., him. 62.
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7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memaknai serta penafsrian mengenai
hasil data.*® Metode yang dimanfaatkan dalam menganalisis data pada penelitian
ini mempergunakan metode kualitatif, yakni dengan menguraikan secara
deskriptif hasil dari data primer (hasil wawancara), sekunder, serta tersier yang
sudah disatykan tentang kasus yang berhubungan dengan penelitian ini
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Metode
kualitatif memiliki tujuan agar menggambarkan, memahami, mencatat, serta
menggambarkan satu situasi maupun kejadian yang tengah berlangsung. Pada
penelitian ini, data yang diuraikan dengan sistematis dalam bentuk interpretasi
bahan serta pemahaman mengenai hasil bahan yang disatukan untuk menjawab

permasalahan pada penelitian ini.*°

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan penalaran deduktif yang melibatkan proses
pengambilan informasi yang bersifat umum lalu menyimpulkan ke hal yang
bersifat khusus atau spesifik. Dalam studi ini, data disajikan setelah dianalisis
secara langsung di lapangan, serta digabungkan dengan peraturan yang relevan

dan berlaku saat ini.

38 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him 52.
3% Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,
him. 126.
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